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BAB III 

KONDISI NEGARA INONESIA 

 PADA ERA REFORMASI TAHUN 1999-2004 

 

A. Kondisi Keagamaan Indonesia Pada Era Reformasi  

Indonesia adalah Negara demokrasi yang  mayoritas pemeluk agama Islam. Di 

mana Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada samua orang, 

masing-masing menurut agama atau keyakina sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan 

bahwa megara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan Ketuhanan Yang Maha 

Esa (kondisi tersebut merupakan prinsip pertama Pancasila, yaitu filosopi bangsa 

Indonesia.
1
 

Meski Indonesia bukan negara Islam, namu prinsip-prinsip Islam memang 

mempengaruhi kebijakan politik. Selain itu, kelompok-kelompok muslim radikal 

tertentu terbukti kadang-kadang memepengaruhi kebijakan politik dan sosial dengan 

ancaman kekerasan. Sikap pemerintah Indonesia terhadap kebebasan agama di dalam 

Negara Indonesia adalah bahwa pemerintahan mengakui hanya enam agama saja 

(yaitu Islam, Protestantisme, Katolisisime, Hinduisme, Buddhisme dan Konghucu). 

Setiap orang Indonesia wajib untuk mengakui salah satu agama tersebut yang 

                                                           
1 Marwat Djoened, Sejarah Nasionsal Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), P.32. 
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merupakan data pribadi yang disebutkan di dalam dokumen resmi seperti paspor dan 

kartu identitas lain.
2
 

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar perumusan 

kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioer, 

termasuk pada bentuk pelaksanaan pendidikan yang juga berubah dari sentralistik. 

(orde lama) menjadi desentralistik (orde baru dan reformasi). Pada masa reformasi 

pemerintahan Indonesia menjalankan amanat UUD 1945 dengan memperioritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja 

Negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebtuhan 

penenggaraan pendidikan nasional. Dengan didasarkan oleh UU No. 25 tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada 

pengembangan lokalitas, dimana keberagaman sangat diperhatikan. Pendidikan di era 

reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 

tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang 

didesentralisasikan.
3
 

Pemerintah Indonesia memperkenalkan managemen berbasis sekolah. 

Sementara untuk mengimabangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka dibuat sistem kurikulum berbasis kompetensi. Memasuki tahun 

                                                           
`2 https,//www.indonesia-investmensts.com/id/budaya/agama/item69 (diakses pada 25 

november tahun 2019) 
3 https,//www.indonesia-investmensts.com/id/budaya/agama/item69 (diakses pada 25 

november tahun 2019) 
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2003 pemerintah Indonesia membuat UU No. 20 tahuun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu 

pendidikan dipahami sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki keuatan sepiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilam yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan negara Indonesia.
4
   

Dalam beberapa tahun terakhir ini pernah terjadi kasus orang indonesia 

mengumumkan pandangan ateisme di media sosial yang kemudian berujung pada 

ancaman dari masyarkat setempat dan penangkapan oleh polisi atas dasar penghinaan 

Tuhan. Perlu ditekankan bahwa para pengikut keenam agama yang disebutkan di atas 

tidak merupakan kelompok koheren, misalnya, ada banyak orang muslim di 

Indonesia yang sholat maka mereka terfokus pada masjid, Al-Quran dan ritual Islam, 

maka Islam memainkan peran penting dalam kegiatan sehari-hari dan kehidupan 

mereka. Namun, ada juga banyak orang muslim moderat di Indonesia yang tergolong 

muslim sesuai dengan kartu identitas mereka dan atau latar belakang muslim keluarga 

mereka, tetapi yang jarang sholat, jarang mengunjungi masjid, dan jarang membaca 

Al-Quran, Perbedaan yang sama dapat ditemukan dalam keenam agama yang lain.
5
 

                                                           
4 Marwat Djoened, Sejarah Nasionsal Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), P. 55 
5 Marwat Djoened, Sejarah Nasionsal Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), P. 57 
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Setelah jatuhnya rezim Order Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto 

(yang dicirikan oleh pemerintaha pusat yang kuat dan masyarakat sipil ang lemah) 

suara Islam yang diduga radikal dan diduga melakukan tindakan kekerasan (aksi 

teroris) yang sebelumnya sebagian besar ditekan pemerintah Indonesia sempat 

muncul kepermukaan dalam bentuk serangan bom serta ancaman lain. Di era 

reformasi berbagai media Indonesia pernah memberikan soal kekerasan antar agama, 

misalnya kelompok muslim yang diduga radikal terhadap kelompok Agama minoritas 

seperti para Ahmadiyah dan Kristen. Apalagi, para pelaku yang diduga pemicu 

kekerasan tersebut biasanya dijatuhkan hukuman penjara yang ringan. Hal tersebut 

telah mendapatkan perhatian Dunia internasional dan sejumlah organisasi Indonesia 

serta media menyatakan keprihatinan atas penjaminan kebebasan agama Indonesia.
6
 

Meskipun telah terjadi beberapa insiden kekerasan antara kaum muslim dan 

kristen (yang paling terkenal yaitu komflik muslim-kristen di Maluku pada tahun 

1999-2000) serta penutup paksa beberapa gereja pada umumnya , penyembah kedua 

agama umumnya hidup dalam harmoni sosial. Terlepas dari gereja Kristen dan 

Katolik yang tradisiomal, gerakan karismatik (yang sepeti pentas kota menempatkan 

pada karunia Roh Kudus) bertumbuh pesat di kota-kota besar di Indonesia, dalam arti 

                                                           
6 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU, (Pustaka Pesatren: yogyakarta, 2006). 

P,29. 
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lain Negara kita memilih berhaulan sekuler ketimbang mendirikan Negara beraraskan 

agama.  

Pertimbangannya adalah jika berasakan salah satu agama, maka kemudian 

secara otomatis membuat sekat dengan agama lainnya dan ini bisa berakibat fatal, 

yang mana kerukunan dan persatuan tidak akan pernah tercipta dan ketentraman 

negarapun mungkin akan terganggu dan terjadi jika negara terlalu mencampuri 

urusan Agama begitupun sebaliknya maka tidak heran satu sama lain akan saling 

intervensin bersebrangan.
7
 

Sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan 

yang mengakomodir nilai-nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi 

juga menunjukan tanda-tanda positif. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam 

yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang di antaranya yaitu: 

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, 

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah 

haji 

3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai 

pengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 

                                                           
7 https,//www.indonesia-investmensts.com/id/budaya/agama/item69 (diakses pada 25 

n0vember tahun 2019) 
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Di samping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi juga 

muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-

daerah, seperti di daerah Aceh perda yang di jadikan qanun seperti Qanun No. 

11/2002 tentang syariat bidang ibadah, akidah syariah Islam di Aceh, di Cirebon 

Perda No 5/2002 tentang larangan perjudian, prostitusi, minuman keras, di 

Pamekasan Perda No 18/2001 tentang laranagan peredaran minuman beralkohol.
8
 

 

B. Kondisi Sosial ekonomi Pada Era Reformas 

Krisis yang melanda negara-negara di kawasan Asia terutama di Negara 

Indonesia tahun 1997 M mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di Indonesia. 

Perekonomian Indonesia belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut, 

krisisnya ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya  nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika serikat sejak tanggal 13 Mei tahun 1998 rakyat meminta agar 

Presiden Soeharto mengundurkan diri tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan besar-

besar di Jakarta da di Surakarta, pada tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang 

dan mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir, hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai 

tukar rupiah yang merosot sampai Rp 15.000 per dollar, dari realita di atas akhirnya 

                                                           
8https://www.academenia.edu/40285688/Regulasi_Bernuansa_Agama_pasca_Era_Reformasi

_di_Indonsia2858688 (diakses pada 27 november tahun 2019) 

https://www.academenia.edu/40285688/Regulasi_Bernuansa_Agama_pasca_Era_Reformasi_di_Indonsia2858688%20(diakses
https://www.academenia.edu/40285688/Regulasi_Bernuansa_Agama_pasca_Era_Reformasi_di_Indonsia2858688%20(diakses
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tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto menyerahkan kekuasan pemerintahan kepada 

B.J. Habibi. Peristiwa ini menandai dimulainya orde reformasi
9
 

Reformasi dapat diartikan sebagai suatu gerakan perubahan secara cepat dan 

menyeluruh dan bertujuan untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara atau terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, 

hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dapat diuraikan bahwa 

tujuan sosial reformasi adalah sebagai berikut: 

a. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokrasi 

b. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat 

c. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

d. Reformasi sosial bertujuan terwujudnya intregasi bangsa Indonesia 

Terjadinya krisis sosial ekonomi dan politik di Indonesia menyebabkan 

tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan merosot tajam. Akibatnya, 

gelombang unjuk rasa dan kurusuhan sosial, amuk masa, penghancuran dan 

pembakaran pusat-pusat kegiatan ekonomi terjadi di kota-kota Indonesia selain itu 

karyawan yang di PHK menambah sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta 

orang. Dampak dari semua itu adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi 

                                                           
9 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU, (Pustaka Pesatren: yogyakarta, 2006). 

P,46. 
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dalam masyarakat oleh karaena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru 

yang dapat menampung para penganggur tersebut.
10

 

Tuntunan reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala 

aspek kehidupan yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah 

disalah gunakan oleh para kalangan politik hanya untuk kepentingan pribadi dan 

kelompoknya. Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat makin mudah 

dan sering kali bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi keamanan yang belum 

kondusif akan sangat memengaruhi iklim investasi di Indonesia. Mungkin hal itulah 

yang harus terus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia hal ini sangat berhubungan 

dengan aktivis kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta 

pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan menjanjikan perbaikan kondisi ekonomi di masa mendatang, namun 

semua itu bisa terwujud apanila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah 

kondusif dan kebijakan pemerintah BJ Habibi saat ini dalam pemeberantasan 

terorisme, serta pemeberantasan korupsi sangat turut membantu bagi pemulihan 

perekonomian.
11

 

Di bawah kepemimpina B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden 

Republik Indonesia menghadapi Indonesia yang serba parah, baik dari segi 

                                                           
10 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU, (Pustaka Pesatren: yogyakarta, 2006). 

P,14 
11 Htt://id.scribd.com/doc/90622950/Makalah-Kondisi-Perekonomian-Indonesia-Era-

Reformasi 
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perekonomian, politik, sosial, dan budaya.
12

 Langkah-langkah yang dilakukan oleh 

Presiden B.J. Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisi sosial ekonomi 

dan politik dalam bidang ekonomi, pemerintahan Presiden B.J. Habibie berusaha 

keras untuk melakukan perbaikan. Beberapa hal yang dikukan oleh pemerintahan 

Presiden B.J. Habibie untuk memeperbaiki perekonomian Indonesia antaranya: 

a. Merekapitulasi perbankan 

b. Merekontruksi perekonomian Indonesia. 

c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah. 

d. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di 

bawah Rp. 10.000 

e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyarakatkan oleh IMF. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah diutamakan untuk mengendalikan stabilitas 

poitik seperti Reformasi dibidang politik dan hukum (sistem multi partai, jajak 

pendapat rakyat Timor-Timur, pembubaran Dwi fungsi ABRI, dan mengadakan 

PEMILU 1999 untuk pertama kalinya dalam pemilihan partai). Sedangkan untuk 

memeperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, 

pemerintahan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 

                                                           
12 H. Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU, (Pustaka Pesatren: yogyakarta, 2006). 

P,20. 



 39 

dan persaingan tidak sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Di akhir pemerintahannya B.J. Habibie dianggap sangat lemah.
13

 

 Setelah kepemimpinan B.J. Habibie dinyatakan gagal dalam mengatasi sosial 

perekonian Indonesia tanggal 20 Oktober 1999 Ketua MPR Amien Rais menutup 

Rapat Paripurna sambil mengatakan, “demikian pertanggung jawaban Presiden B.J. 

Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden B.J. Habibie mengatakan bahwa 

dirinya mengundurkan dari  pencalonan Presiden. Pada pemillu yang dislenggarakan 

pada tahun 1999, Partai PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih 

suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh 

MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi Presiden. Abdurrahman 

Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih 

menjadi Presiden ke-4 sedangkan Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden Republik 

Indonesia. 
14

 

Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999), kondisi 

perekomian di Indonesia mulai menunjukan adanya perbaikan dan pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) mulai-mulai positif dan pada tahun 2000 proses 

pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi. Inflasi dan tingkat suku 

bunga juga lebih rendah. Selama pemerintahannya, Gus Dur menjalankan politik luar 

                                                           
13 Htt://id.scribd.com/doc/90622950/Makalah-Kondisi-Perekonomian-Indonesia-Era-

Reformasi 
14 Htt://id.scribd.com/doc/90622950/Makalah-Kondisi-Perekonomian-Indonesia-Era-

Reformasi 
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negri yang bebas aktif. Dengan seringnya kunjungtan Gus Dur keberbagai negara 

dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia, ternyata mendapat respon positif 

dari dunia. Bahkan kunjungannya juga membuka peluang kerjasama (terutama dalam 

perdagangan). Pada masa pemerintahan Gus Dur, suasana demokratis juga mulai 

nampak terwujudnya. Mulai dari penghapusan dari berbagai peraturan yang 

merugikan kaum minoritas, pembubaran instansi negara yang tidak lagi efektif, 

hingga niat Gus Dus untuk membuka hubungan di plomatik dengan negara Israel. 

Semua tindakannya menunjuukan bagaikan kecendurungan Gus Dus menghargai 

kebebasan individu dan keberagaman. 

 Tetapi selama pemerintahan Gusd Dur praktis tidak ada satu pun masalah di 

dalam negri yang dapat terselesaikan dengan baik sehingga ketidakstabilan dalam 

politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Presiden 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menaikan tingkat perekonomian, ditambah lagi 

dengan buruknya hubungan antara pemerintahan IMF, membuat pelaku-pelaku 

bisnis, termasuk investor Asing menjadi enggan melakukan kegiatan bisnisnya di 

Indonesia. Implikasinya di Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club 

karena sudah kelihatan jelas Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang 

semakin buruk dan deficit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak 

mungkin mampuh membayar utangnya yang akan jatuh tempo tahun 2002. Bahkan 

Bank Dunia juga sempet mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika 
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kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet akan semakin rumit persoalan 

ekonomi ditujukan oleh beberapa indicator ekonomi.
15

 

 Gejala separatisme, komplik bedasarkan suku agama dan ras serta berbagai 

kekerasan soaial yang mengatasnamkan agama, termasuk upaya mengganti Pancasila 

menjadi idiologi yang eksklusif, ,erupakan rangkaian poersoalan yang kini tengah di 

hadapi oleh bangsa Indonesia, tidak terhitung lagi berapa besarnya biaya soaial 

ekonomiyang timbul atas berbagai peristiwa pertikaian antara etnis dan antar 

kelompok agama muncul silih bergantian dari waktu, meski fakta-fakta yang ada 

memperhatikan bahwa gejala  semacam itu bukan merupakan cermin dari sikap 

umum masyarakat Indonesia, namun berkangsungnya fenomena semacam ini lambat 

laun dapat menjadi ancaman yang cukup serius bagi ikatan semangat kebangsaan. 

Dengan telah mengganggu proses pelembagaan demokrasi, tetapi juga mengancam 

kondisi sosia masyarakat Indonesia yang menjemuk dan menimbulkan dampak buruk 

bagi kehidupan ekonomi Indonesia.
16

 

 

C. Kondisi Politik Indonesia Pada Era Reformasi 

Indonesia adalah negara demokrasi konstituasi, waktu Presiden Suharto turun 

dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru 

dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoritar Order Baru Soharrto 

                                                           
15 Sri Margana Widya Fitrianingsih, Sejarah Indonesia, (Yogyakarta, 2010),p.50 
16 Pabjaitan Trimedya dan Haibuan Imran, Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam (Jakarta: 

Q Communication, 2012) p. 188-189 
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selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai 

reformasi, era ini pandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang 

terbuka yang liberal. Dari era baru ini, otonomi yang luas kemudia diberikan kepada 

daerah dan tidak lagi doikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, dasar dari transisi 

ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen yang disahkan Presiden Indonesia 

di tahun 1999 yang meneyrukan transfer kekuasaan pemerintahan dari pemerintahan 

pusat ke pemerintahan-pemerintahan daerah. 

Pengalaman masa order lama dan order baru cukup memberikan kesan yang 

mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat 

masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan 

sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak 

terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem 

politik, karna masyarakat di anggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang 

ada. Menerut Nico Schulte-Nordholt, kekuasaan sistem politik memerlukan tingkat 

dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada didalam sistem politik itu 

sendiri.
17

 

 Dengan kedaan pemerintah yang stabil berdampak juga terhadap perekonomi 

Indonesia, masalah memuatnya dolar atas rupiah yang tak terduga dan tak bisa 

                                                           
17 Endang Komara, ”Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi”, Sosio Didaktika: Social 

Science Eduaetien Journal, Vol.2, No. 2 (Oktober-Desember, 20015), p.122. 
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diprediksi menjadi berkepanjangan. Masalahnya, bukan hanya mengeanai bersangkut 

paut dngan urusan mata uanag asing, tetapi krisis moneter itu juga mengena  seluruh 

lapisan masyrakat. Harga-harga bahan pokok yang tak ada kaitan dengan dolar, terus 

membungbung tinggi. Indonesia sepertinya harus mengganti mata uangnya dan 

membersih spekulasi mata uang sebagai komoditas dalam perdagangan valuta 

asing.
18

 

Reaksi-reaksi yang muncul terhadap krisis ini, membuka kemungkinan 

terjadinya berbagai kemungkinan termasuk yang paling buruk. Kalau lantas krisis ini 

belum teratasi, artinya belum ditemukan equilibrium baru, seperti sudah dilihat 

banyak ahli halnya tidak sebatas pada persoalan ekonomi. Beberapa jalan keluar di 

tawarkan, anatara lain reformasi ekonomi dan politik dilakukan secara konsisten dan 

transparan. Ususlan diaolog nasional mesti ditempatkan pula dalam kontes itu. 

Artinya, memepertemukan berbagai kesamaan dengan tujuan segera terbentuknya 

kesamaan drap sikap dan langkah demi masa depan bersama yang lebih baik dan 

kontrak sosial baru yang segera diwujudkan.
19

 

                                                           
18 Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si, Mewaspadai Para Penentang Aswaja, (Jakarta: 

Lembaga Takmir PBNU, 2019), p. 8. 
19 Endang Komara, ”Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi”, Sosio Didaktika: Social 

Science Eduaetien Journal, Vol.2, No. 2 (Oktober-Desember, 20015), p.122. 


